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Ikhtisar Putusan :  

Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah dijatuhi 
hukuman berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor  
08/Pid.Sus/TPK/2013/PN.MU karena didakwa melanggar Pasal 3 UU Tipikor,  
Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang 
pada saat ini didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor, dan 
Pemohon IV sampai dengan Pemohon VII  adalah perseorangan warga negara 
Indonesia yang pada saat ini sebagai Aparatur Sipil Negara yang berpotensi 
dikenakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Para Pemohon 
mendalilkan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Menurut para 
Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 ayat 
(1) dan Pasal 3 UU Tipikor, dengan alasan bahwa berdasarkan kedua ketentuan 
pasal tersebut dapat terjadi seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengambil 
keputusan yang menguntungkan bagi pihak lain bahkan juga menguntungkan bagi 
negara atau rakyat, akan tetapi bagi ASN yang bersangkutan tetap dikenai tindak 
pidana korupsi, meskipun tidak pula menguntungkan bagi ASN yang bersangkutan; 

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh 
para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu UU Tipikor terhadap UUD 
1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 
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24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU 
Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 

Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah oleh karena para Pemohon 
telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perserorangan warga negara Indonesia. 
Terlepas dari benar atau tidaknya dalil para Pemohon mengenai 
inkonstitusionalitasnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam 
permohonan a quo, telah terang bagi Mahkamah bahwa para Pemohon telah 
menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial mengenai 
kerugian hak konstitusionalnya, yang secara kausalitas disebabkan oleh berlakunya 
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Kerugian konstitusional tersebut memiliki 
kemungkinan tidak akan atau tidak lagi terjadi jika Mahkamah mengabulkan 
permohonan para Pemohon yaitu menyatakan frasa “dapat” dan frasa “atau orang 
lain atau suatu korporasi” dalam kedua pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [vide petitum permohonan para 
Pemohon]. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki 
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 

Terhadap pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang a quo 
sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 

1) Bahwa dasar pengujian yang digunakan permohonan Nomor 003/PUU-IV/2006 
adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan dalam permohonan a quo 
menggunakan juga Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan 
Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, sehingga terdapat perbedaan dasar 
pengujian konstitusionalitas dengan permohonan Nomor 003/PUU-IV/2006. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut serta dikaitkan dengan Pasal 60 ayat (2) UU 
MK, Mahkamah menilai permohonan a quo tidak ne bis in idem. 

2) Bahwa dengan keberadaan UU Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan 
kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU Tipikor menurut Mahkamah 
maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan 
menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Dengan 
perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari: 1) adanya perbuatan 
melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan 2) 
penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU 
Tipikor. Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah unsur merugikan 
keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun 
harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat 
diterapkan dalam tindak pidana korupsi. 

3) Bahwa oleh karena dipraktikkan secara berbeda-beda menurut Mahkamah 
pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor 
menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan 
dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan 
dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 
1945. Selain itu, menurut Mahkamah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan 
Pasal 3 UU Tipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana 
yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan 
seperti yang dibaca (lex stricta), dan tidak multitafsir (lex certa), oleh karenanya 
bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 

4) Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi 
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actual loss menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil 
dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum 
nasional dan internasional. 

5) Bahwa frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan 
Pasal 3 UU Tipikor menurut Mahkamah berbeda dengan kata “dapat” dalam 
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor karena merupakan rumusan yang 
bersifat alternatif dalam rangka untuk menjangkau juga modus tindak pidana 
dalam hal hasil korupsi misalnya disembunyikan kepada orang lain atau suatu 
korporasi. Oleh karena itu, walaupun pelaku tidak memperkaya diri sendiri atau 
menguntungkan diri sendiri namun apabila melakukan perbuatan melawan 
hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara 
dan dalam hal ini orang lain atau suatu korporasi diuntungkan atau bertambah 
kekayaannya, dikenai tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut, dalil para 
Pemohon terhadap frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 
ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak beralasan menurut hukum. 

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut 
Mahkamah dalil-dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 
Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar 
putusannya sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 

2. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; 

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya; 

Terhadap putusan Mahkamah sepanjang mengenai kata “dapat” dalam Pasal 2 
ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terdapat 4 (empat) Hakim Konstitusi yaitu  I Dewa 
Gede Palguna, Suhartoyo, Aswanto, dan Maria Farida Indrati memiliki pendapat 
berbeda (dissenting opinions), sebagai berikut: 

1. Bahwa menghilangkan kata “dapat” dari rumusan kedua norma pasal tersebut 
akan mengubah secara mendasar kualifikasi delik dari tindak pidana korupsi, dari 
dari formil menjadi delik materiil. Konsekuensinya, jika akibat yang dilarang, yaitu 
“merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” belum atau tidak terjadi 
meskipun unsur “secara melawan hukum” dan unsur “memperkaya diri sendiri 
atau atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi, maka berarti belum 
terjadi tindak pidana korupsi.  

2. Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor telah pernah 
dimohonkan pengujian dan telah dinyatakan ditolak, sebagaimana tertuang dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006; 

3. Hingga saat ini, tidak terdapat perubahan mendasar dalam pandangan akademik 
berkenaan dengan nature perbuatan korupsi yang, apabila dibiarkan mengakar 
kuat, dalam skala besar sesungguhnya ia bukan hanya telah bermetamorfosis 
menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) melainkan juga dapat 
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diposisikan sebagai hostis humani generis, musuh bersama umat manusia, 
mengingat proliferasinya yang tidak memandang negara, baik negara maju 
maupun negara berkembang, dan daya rusaknya terhadap mentalitas manusia 
serta terhadap kemampuan negara dalam menunaikan kewajiban 
konstitusionalnya bagi pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warganya. 
Dengan demikian tidak terdapat alasan mendasar dalam kondisi empirik-
sosiologis yang secara rasional dapat digunakan sebagai alasan kuat bagi 
Mahkamah sehingga perlu meninggalkan pendiriannya sebagaimana dinyatakan 
dalam Putusan di atas; 

4.  Lagi pula, dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) 
kekhawatiran bahwa adanya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 
Tipikor berpotensi menjadikan seseorang pejabat pemerintah, termasuk para 
Pemohon, dapat dijatuhi pidana tanpa adanya kesalahan yang berupa kerugian 
negara, menurut kami tidaklah beralasan.  

 

 

 

 

 

 


